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I. PENDAHULUAN

Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kotapanjang
dilaksanakan sejak bulan Oktober 1992 hmgga Nopember 1997..Total biaya proyek
sebesar JPY 29,89 mll ar, termasuk pinjaman lunak Jepang sebesar JPY 22.81,

- melalui Japan Bank for Internatlonal Cooperation - JBIC, proyek 1P:358 dan 1P-374".

PLTA ini membendung Sungau Kampar Kanan dan menggenangi area seluas 124
km? (8 desa di Kabupaten Kampar?, Propinsi Riau dan 2 desa di Kab. 50 Kota,
Sumbar) dan pemmdahan/resettlement 4.886 KK (4.152 KK di Kabupaten Kampar
pada tahun 1992 dan 1996, dan 734 KK di Kaoupaten 50 Kota selesai tahun 1993). .

Proyek ini dilaksanakan berdasarkan hasil-hasil studi, diantaranya: studi Kelayakan
(oleh JICA, 1982-84), studi Analisis Dampak Lingkungan (oleh Universitas Andalas,

©1983), Detail Design (1987-88), Rencana: Pengelolaan Lingkungan-RKL dan
- Rencana Pemantauan Lingkungan-RPL (oleh Tepsco dan Universitas Riau, 1988).

Tahap operasi komersial PLTA dimulai Januari 1998 untuk penyediaan tenaga listrik
sebesar 114 MW dan jaringan interkoneksi Kotapanjang -Pekanbaru (150 kV, 70 km)
dan Payakumbuh-Kotapanjang (150 kV, 83 km).. Keberadaan PLTA ini felah
memberikan manfaat dalam penghematan devisa, pengendahan banjir di hilir waduk
dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. ‘

Adanya tuntutan- sebagian masyarakat yang terkena dampak (project affected
family-PAF) pembangunan PLTA Kotapanjang atas kompensasi yang belum optimal
dari Pemerintah Indonesia, serta kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
setempat yang didukung oleh LSM Jepang, telah menempatkan permasalahan ini

menjadi "isu utdama" dalam kerjasama pembangunan Pemerintah Indonesia dan

Pemerintah Jepang, selaku pemberi pinjaman bagi proyek PLTA Kotapanjang.
Perkembangan penanganan yang saat ini-sedang dilaksanakan oleh Pemerintah
Indonesia, mendapat perhatian serius dan sealu menjadi agenda pembahasan
dalam pertemuan-pertemuan bilateral dengan pihak Jepang.

Beberapa dampak sosial dan lmgkungan dalam pasca pembangunan PLTA
Kotapanjang adalah:

A. Kabupaten Kampar, Riau

" 1. Pembangunan perkebunan karet seluas 6 892 ha yang dilaksanakan pada
tahun 199% -1996 mengalami kegagalan karena tingkat kematian yang tmggl
(85%) Hal ini terjadi akibat pelaksanaan penanaman yang telat musim

' {.oan Agreement IP-358 yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1990 dengan nilal
pinjaman sebesar JPY 12.5 milliar dan IP-374 tertanggal 25 September 1991 senilal JPY 17.5 milliar,
hanya terealisasi (total) sebesar JPY 22.81 milliar; 1*Sedangkan porsi dana Pemerintah -Indonesla
sebesar JPY 7.08 milliar bersumber dari dana APBN, APBD dan PT. PLN (Persero).

? Saat ini, 8 desa di Kabupaten Kampar; Riau dimaksud telah berkembang menjadi 14 desa. Dengan
demikian total desa yang terkena dampak sebanyak 16 desa (termasuk 2 desa di'Kabupaten 50 Kota,
Sumatera Barat)
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(keterlambatan dalam pelaksanaan land clearing), bibit - yang telah -
kadaluarsa, dan petani yang belum siap sehingga kurang pemeliharaan;

2. Fasilitas air bersih (sumur, pompa listrik dan instalasi air bersih) yang
dibangun melalyi proyek PLTA Kotapanjang, proyek transmigrasi, serta
proyek infrastruktur untuk masyarakat miskin. (P3DT) tidak Berfungsi
maksimal dan kondisi serta kualitas air tanah yang tidak layak dikonsumsi:

3. Turunnya kualitas air waduk karena tingginya kandungan BOD,' COD, dan
H2S;

4. Tingginya angka sedimentasi, serta:

5. Terganggunya keberadaan satwa liar (diperkirakan terdapat sekitar 30-40
ekor gajah dan harimau Sumatera) di sekitar lokasi dan areal cagar budaya
Muara Takus. . :

B. Kabupatén 50 Kota, Sumatera Barat

1. Ganti rugi yang dianggap oleh sebagian masyarakat terkena dampak belum
sepenuhnya tuntas.: Hal ini terjadi karena luas lahan yang diganti dianggap
tidak sesuai dan harga ganti rugi yang dianggap masyarakat terlalu rendah.
Sebanyak 67 KK (dari desa Tanjung Pauh) dan 10 KK (dari desa Tanjung

- Balit) di Kabupaten 50 Kota, didukung oleh- LSM lokal dan Jepang
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pati. Putusan
PN untuk_gugatan Tanjung Balit telah terbit tanggal 10 Pebruari 1999) dan
untuk Tanjung Balit terbit 8 Maret 2001. Selanjutnya, dikuatkan oleh Putusan
Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 16 Januari 2002, yang menetapkan
untuk. memenangkan gugatan 10 KK dar desa Tanjung. Pauh. Namun
putusan ini tidak diterima oleh masyarakat penggugat sehingga menyatakan
. naik banding dengan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
‘Dilaporkan bahwa hingga saat ini, dilaporkan belum ada putusan kasasi dari’
Mahkamah Agung.

2. Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan pada tahun 1991-1996 dapat

dikatakan gagal karena kematian yang tinggi (sekitar 85%). Hal ini terjadi
akibat pelaksanaan penanaman yang telat musim (land clearing terlambat), -
bibit yang kadaluarsa, dan petani yang belum siap sehingga kurang
pemeliharaan. L '

3. Pada tanggal 5 Septembear 2002, sebanyak 17 orang wakil PAFs yang
' didukung oleh pengacara dan LSM setempat, wakil dari Wahana Lingkungan-
Wahli, mengadakan kunjungan Jepang dalam.. rangka kampanye untuk
mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Jepang, JBIC, JICA dan Tepsco
melalui Pengadilan Distrik Tokyo. ‘Beberapa tuntutan yang diajukan,
diantaranya: adanya meminta pernyataan “maaf” dari Pemerintah Jepang,
‘ganti rugi sebesar JPY 5 juta/orang, dan menutup kembali PLTA
Kotapanjang. Berdasarkan informasi yang diterima melalui JBIC perwakilan
_Jakarta, proses persidangan atas kasus ini di pengadilan Distrik Tokyo masih
terus berjalan.

4. Fasilitas air bersih (sumur, pompa listrik dan instalasi air bersih) yang
dibangun melalui proyek PLTA, proyek transmigrasi, dan proyek infrastruktur
untuk masyarakat miskin (P3DT) saat ini tidak berfungsi. Berdasarkan
informasi dan hasil kunjungan ke lapangan, PAFs mengalami kesulitan dalam
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menanggung biaya opersional serta pemeliharaannya. Pada tahun 2001,
seorang mahasiswa Jepang yang sedang melakukan praktek kerja di desa
Tanjung Pauh membangun pompa dan instalasi air bersih secara pribadi dan
manfaatnya sangat dirasakan oleh PAFs setempat pada waktu itu. Namun
proyek tersebut sekarang sudah tidak berfungsi lagi. :

Sebagaimana tertuang dalam SK MENPPN/Kepala Bappenas No.KEP.264/M.PPN/
05/202 tertanggal 31 Mei 2002 mengenai Tim Koordinasi Pemantauan
Perkembangan Pelaksanaan Action Plan Proyek Kotapanjang (lihat Lampiran - 1)
dan sesuai dengan Minutes of Discussion (MOD) antara Pemerintah Indonesia dan
Jepang tertanggal 7 . Desember 2001 perihal peranan Bappenas dalam
pengkoordinasian pelaksanaaan action plan Kotapanjang (lihat Lampiran - 2), maka
diperlukan adanya pembentukan Tim Koordinasi (Special Task force) yang bertujuan
untuk mendukung terwujudnya Iangkah langkah dalam rangka mengatasi
permasalahan Kotapanjang serta memantau perkembangannya.

Keberadaan dan peranan Tim sangat diperlukan dalam mengkoordinasikan
penyusunan/formulasi action plan (countermeasures), pendanaan, maupun
pelaksanaannya mengingat penanganan masalah Kotapanjang yang bersifat lintas
sektoral sehingga melibatkan berbagai instansi seperti Departemen Pertanian
(peternakan, perkebunan, dan jalan kebun), Departemen Kimpraswil (air bersih,
jalan dan jembatan), Departemen Kelautan dan Perikanan (budidaya ikan),
Departemen Kehutanan (perlindungan hutan dan konservasi alam), Kementerian
Lingktingan Hldup, dan PT. PLN (Persero); serta lintas regional yang melibatkan
F’emen”“taﬁm?’ropmsi Riau, Kabupaten Kampar, Propmsu Propinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten 50 Kota (lihat Lampxran 3).

Disamping fungsi di atas, Tim-Koordinasi juga berperan dalam memfasilitasi
pelaksanaan study bantuan hibah JBIC meldlui Tim Special Assistance for Project
Sustainability (SAPS) pada periode bulan Pebruari 2002 s/d Maret 2003; ~serta
pelaksanaan JBIC-Long Term Post SAPS Monitoring untuk periode Juli 2003 s/d
Maret 2004, yang juga bertugas membantu Pemerintah Indonesia baik dalam
penyusunan consolidated action plan maupun memantau peléksanaannya secara
langsung di lapangan (hpat Lampiran - 4).
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Il. PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK
KOTAPANJANG

Penangahan dampak pembangunan PLTA Kotapanjang telah dilakukan sejak
pembangunan proyek (tahun 1992). "Namun demikian, upaya penanganan yang
telah dilaksanakan belum berjalan optimal dengan hasil sésuai yang direncanakan.

Penanganan yang belum optimal ini, meliputi .penyelesaian ganti rugi
lahan/kompensasi yang belum tuntas,: adanya kegagalan pembangunan kebun

karet, serta tidak memadainya sarana air bersih telah mengakibatkan “hilangnya”
_kepercayaan sebagian PAFs terhadap Pemerintah. .

Dalam kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang (JBIC) yang tertuang
dalam MOD, ditetapkan perlunya upaya untuk mengatasi dampak tersebut melalui
penyusunan suatu rencana tindak (action plan) mulai tahun 2002.

Namun demikian, usulan action plan yang telah disusun berdasarkan studi
komprehensif Universitas Andalas (untuk Propinsi Sumatera Barat); dan Universitas
Riau (untuk Propinsi Riau) pada tahun 2002, disepakati perlu dikonsolidasikan
kembali. Hal ini dilakukan guna memastikan telah tertampungnya aspirasi serts
partisipasi PAFs dalam penyusunannya. -Namun demikian, mengingat keterbatasan
Pemerintah dalam pendanaahnya serta kapasitas instansi terkait dalam
pelaksanaannya, maka action plan disusun dan dilakukan secara bertahap.

Khusus kaitannya dengan masa!éh ganti rugi Jahan, maka penyelesaiannya telah
ditangani mengikuti proses atau jalur hukum dimana putusan-putusannya harus
ditaati agar tidak menjadi preseden yang buruk dimasa mendatang.

Penénganan terhadap démpak Kotapanjang, secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Penanganan Dampak sebelum Consolidated Action Plan

Upaya-upaya penanganan dampak PLTA Kotapafhjang yang telah dilaksanakan
sejak pembangunan proyek hingga . TA 2001 (sebelum consolidated action plan)
“adalah sebagai berikut .

i. Kabupaten Kampar, Riau

1. Sampai dengan Maret 1999, semua lahan milik masyarakat seluas 23.156,7
ha (terdiri dari 21.497 persil) yang terendam telah diberikan ganti rugi dengan
total biaya sebesar Rp 58,9 miliar; .

2. Pemindahan dan pemukiman kembali penduduk sebanyak 4.152 KK (3.446
KK pola bedol desa & 706 KK pola PIR Trans) telah selesai dilaksanakan,
dimana setiap KK mendapat rumah sederhana 1 unit; lahan pangan 0,75 ha,
lahan pekarangan 0,25 ha, dan lahan perkebunan 2 ha: :

3. Pembangunan kebun }k:are’t untuk 3.446 KK telah dilaksanakan pada TA
1991/92 — 1995/96 tidak berhasil karena 85% tanaman mati. Mulai TA
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1999/2000 telah dllakukan re-vegetasi karet seluas 6.892 ha dan pemehharan
kebun dengan biaya sebesar Rp 39,9 miliar.

4. Pembangunan kebun kelapa sawit untuk 706 KK telah selesai dan berhasil
dilaksanakan dimana tingkat keberhasilannya mencapai 80% sangat
memuaskan dan 20% kurang memuaskan,

5. Pada TA 1998/99 s/d 2001 telah dilaksanakan Intensifikasi pemahfaatan

lahan pekarangan melalui pengembangan jeruk manis dan pengembangan
ternak unggas;

RN HWERIE

A6. Pada TA 1998/99 s/d 2001 telah dilaksanakan Program pengembangan
budidaya ikan gnxla dan gurame) dan industri kecil pengolahan ikan;

7. Pada TA 1998/99 s/d 2001 telah dilaksanakan Pembangunan/pengerasan
jalan (kelas C) dan jembatan, parit beton dan gorong-gorong.

ii Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat

1. Pada TA 1993/94 telah. dilaksanakan pemmdahan sekitar 800 KK di desa
Tanjung Pauh (lama) dan Tanjung Balit (lama) ke Rimbo _Datar dengan
prasarana pemukiman (jalan dan air bersih). Setiap KK mendapat perumahan
sederhana 1 unit, lahan pekarangan 0,5 ha dan'lahan kebun 2 ha;

2. Pada TA 1994/95 telah dilaksanakan penanaman kebun karet seluas 1.508
ha di Kabupaten 50 Kota, Pada TA 1998/2000 Pemerintah Propinsi Sumatera
Barat telah melaksanakan land clearing (5.000 ha), re-vegetasi (3.500 ha)
dan TA 2001 tambahan revegetasi (5.338 ha), namun terjadi kebakaran.

3. Pada-TA 1999/2000 telah dilaksanakan rehabilitasj 9 unit sarana air bersih
(sumur penampung), namun tetap tidak dapat dimanfaatkan oleh PAFs.

B. Penanganan melalui Consolidated Acti"onPlan

Sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia guna menuntaskan penanganan

Kotapanjang, maka upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dan
pelaksanaan "rencana tindak atau action plan" yang melibatkan secara langsung
partisipasi PAFs, disebut consohdated action plan".

i. Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat

Consolidated Action Plan Sumbar (2002-2008) telah tersusun melalui workshop
dengan seluruh stakeholders (tgl 27 Juli 2002). Total biaya yang diajukan untuk
program prioritas sebesar Rp. 61.2 miliar, termasuk program yang perlu
dibicarakan {ehih lanjut (Lampiran - 5).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA 2002 dengan total biaya sebesar Rp.
1.707.000.000 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kegiatan pengukuran kembali batas lahan kebun karet di Tanjung Balit dan
Tanjung Pauh, - pengukuran daerah terisolir dampak genangan dan
pengukuran batas tanah ulayat nagari serta sertifikasi lahan dengan alokasi
dana sebesar Rp 200.000.000 (APBD Propinsi Sumatera Barat) dan
Rp. 114.000.000 (APBD Kabupaten 50 Kota);
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2. Kegiatan sosialisasi dan seleksi calon petani dalam rangka pembangunah

kebun karet dengan dana sebesar Rp. 343.000.000 (APBN melalui dana
dekonsentrasi); A

3. Program Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) untuk
pengembangan perikanan budidaya di perairan waduk dengan alokasi dana
sebesar Rp. 950.000.000 (APBN melalui dana dekonsentrasi);

4. Studi detail design untuk sarana air bersih dengan dana sebesar
Rp 100.000.000 (APBD Propinsi Sumatera Barat).

Kegiatan 'yang.diléksanakan dalam TA 2003 dengan total biaya sebesar
Rp.13.780.000.000 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembangunan kebun karet seluas 700 ha (dari total seluas 1600 ha) serta
pembangunan - jalan kebun sepanjang 20 km dengan dana sebesar
- Rp. 6.120.000.000; ‘ ‘ .
2. Pembangunan sarana air bersih, jembatan dan jalan lingkungan dengan dana
- sebesar Rp. 6.374.710.000;
3. Pengembangan usaha peternakan dengan dana sebesar ‘Rp. 830.000.000
untuk pengadaan EELE&QQQ sebanyak 186 ekor (1 ekor/KK);
4. Pengembangan usaha perikanan dengan dana sebesar Rp. 36.700.000 untuk
restoking ikan nila (5-8 cm) sebanyak 60.000 ekor, temu teknis perairan
umum, dan identifikasi calon lokasi kawasan restocking.

Lebih rinci mengenai pendanaan pelaksanaan consolidated v-iéction plan
Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat dapat dilihat dalam Tabel 1.

%
-

. Kabupaten Kampar, Riau

Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Propinsi Riau maupun
~ Kabupaten Kampar, maka penanganan masalah. Kotaparjang di Kabupaten
Kampar untuk tahun 2004 dan selanjutnya tidak akan dilaksanakan secara khusus
sebagaimana pendekatan penanganan yang dilakukan untuk Kabupaten 50 Kota,
Sumatera Barat, melainkan melalui- program pembangunan reguler. :

Dengan demikian, action plan yang akan dilaksanakan akan sejalan dengan
rencana strategis (Renstra 2004-2008) dan program pembangunan daerah

(Propeda). Sedangkan rencana penanganan dampak di Kabupaten Kampar, Riau
‘untuk TA 2003 dapat dilihat pada Lampiran - 6

Kegiatan penanganan dampak yang dilaksanakan dalam TA 2002 dengan tdta!
biaya sebesar Rp. 5.845.000.000, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program pengembangan usaha kegiatan industri rumah tangga,
pemeliharaan jeruk dan karet, pengadaan ayam buras dan sapi,
pengembangan usaha pembenihan ikan rakyat, pembangunan irigasi,
pemberdayaan usaha kecil (bantuan modal usaha), pembangunan dan
pemeliharaan jalan lingkungan, pembangunan 30 unit sekolah dasar (dan
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sarana pendidikan lainnya), melalui dana APBD Propinsi Riau sebesar
Rp 5.500.000.000; : .

Pengembangan agribisnis ayam buras melalui pola Bantuan Lahgsung
Masyarakat (BLM) dengan alokasi dana dekonsentrasi APBN sebesar
Rp. 345.000.000. ' "

o

Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA 2003 dengan total biaya sebesar
Rp. 29.138.000.000 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemeliharaan kebun karet tahuh ke-3 seluas 5.338 ha sebesar
Rp. 6.949.000.000 (APBD Propinsi Riau).dan tahun ke-4 seluas 1.554 ha
sebesar Rp. 2.000.000.000 (APBN), termasuk rehabilitasi kebun seluas 1200
ha;

2. Pengembangan penkanan melalui penebaran benih ikan sebanyak 200.000
ekor-oleh PT. PLN (Persero);

3. Pembangunan sarana air bersih untuk total 250 KK dengan dana sébesar
Rp. 2.500.000.000 (APBN), untuk desa Batu Bersurat dan dana sebesar
Rp. 707. 764 000 (SBAB) untuk. SIPAS (Slstem Pengolahan Air Sederhana di

4. Berbagan program Ialnnya dengan dana APBD Kabupaten Kampar sebesar
Rp. 13.767.245.500 (termasuk pengembangan ternak kampmg dan sapi;
serta pengembangan kegiatan penkanan budidaya ikan emas, patin dan nila
merah serta pengadaan jaring keramba dengan dana sebesar
Rp. 345.000.000). )

Lebah rinci mengenai pendanaan pelaksanaan consolidated action plan KabupatenA

' uf { 50 Kota Sumatera Baratdapat dilihat dalam Tabel 2.

Dalam mengkoordinasikan pengalokasian pendanaan serta memantau
perkembangan pelaksanaan action plan di kedua lokasi terkena dampak, Tim
menyelenggarakan pertemuan-pertemuan guna ‘memfasilitasi dan mengupayakan
pemecahan masalah yang dihadapi.. Disamping itu, melalui Tim Pengarah dan Tim
Teknis juga menyampaikan surat ke berbagai instansi terkait guna percepatan
pelaksanaan yang mengalami kegiatan-kegiatan yang mengalami keterlambatan.

Rincian kegiatan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Tim dapat dilihat dalam
Tabel 3, 4 dan 5; serta dalam Lampiran -7, 8 dan 9.
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TABEL 1
PENDANAAN PELAKSANAAN CONSOLIDATED >O._._OZ PLAN KOTOPANJANG
KABUPATEN 50 KOTA, _uWOSZm_ SUMATERA BARAT

e
\/\mﬂ ¥i
1No. Kegiatan Realisasi TA 2002 Realisasi TA 2003 T A 2004
Jumiah Sumber § Jumlah Sumber | Kebutuhan | Perkiraan Keterangan
(utaRp.)] Dana |[(utaRp.)| Dana Alokasi 1)
" {|Pembangunan Petkebunan 343 |APBN 6,120 |APBN =9 100 6,120 |Penanaman 450 ha, jalan kebun
200 |APBD Prop. ; 20 km, dan pemeliharaan (P1)

........................ b 114 jaPBDKaD, | | ..Jselias7OORa .. .

2 mm«m:m dan Prasarana Air Bersih dan 100 |APBD Prop. | 6,375 |APBN 2,000 2,000 vmdcm:mc:ms jembatan semi

Jalan Lingkung. : 185 |APBD Prop permanen dan jalan lingkung

[ 3|Pembangunan Usahs Patermakan 1% 1T TEAG T ARBNTTTT T 1370|7830 |Pengadaan 263 ekor sapi
:--w.mw&mm&mwmmammmmmm%mmmm:: ....... 950 TAPBNTTTTTTTITTITTTITTTTTTTT 800 |3 " |Penanganan perikanan secara
I PSRN I SOOI S VRN FRURRURUON SR ol eemeernn...jlintas provinsi (Sumbar dan Riau)

5|Kegiatan Koordinasi . 3) . 50  |APBD Prop. 464 . 2)

220 |APBD Kab. |
i

Keterangan:
1) Informasi besamya m_oxmm_ dana APBN TA 2004 a.vm_.o_m: ketika peninjauan ke lapangan tanggal 22 s.d 23 Desember moow
2) Belum diperoleh informasi
3) Pendanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaannya diluar Consolidated Action Plan
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TABEL 2
PENDANAAN PELAKSANAAN ACTION PLAN KOTOPANJANG
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU

\ " .
No. Kegiatan Realisasi TA 2002 Realisasi TA 2003 , T A2004
Jumiah Sumber Jumlah Sumber | Kebutuhan | Perkiraan Keterangan
(utaRp.)] Dana |(utaRp.)| Dana Alokasi 1)
-1|Pembangunan dan vmam__:mams 3) 2,000 [APBN 9,000 2,000 |Pemeliharaan P.IV 5.338 ha
_lperkebunan oo o). 6949 JAPBDProp. | . fdenPV1S%4ha
2|Program Peningkatan dan Pemeliharaan 3) 600 |APBN 2) 2)
Sarana dan Prasarana Transportasi 555 |APBD Prop
3| Bembangunan Sarana dan Prasarana | &) | 2800 |APBNTT T I 215
AirBersih
" i|Bambuatan Drainase Dasrah Rawa BIR N T R 960 |APBD Prop. | 2y T 2y T ST
" "5|Berbagal kegiatan yang dibiayai dani | @ | T N R I E S
dana APBD Kab. Kampar . 15,574 |APBD Kab 2) 2)
"6|Berbagai kegiatan yang meiiputi: pem- | 345 TABEN T |
berdayaan masyarakat, usaha pening- 5,500 [|APBD Prop.
katan perekonomian masyarakat, serta.__ | ’ _
|peningkatan sarana dan prasarana pen- |
didikan
Keterangan:

1) Informasi besarnya alokasi dana Zumz TA 2004 diperoleh ketika peninjauan ke lapangan tanggal 18 s.d 19 Desember 2003
2) Belum diperoleh informasi

3) Pendanaan kegiatan dan koordinasi nm_mwmm:mm::<m diluar Oo:mo_amﬁoa Action Plan




TABEL 3

DAFTAR UNDANGAN RAPAT TIM KOORDINASI KOTOPANJANG

: TAHUN 2003
NO NO SURAT DARI KEPADA PERIHAL TANGGAL ACARA
1 J050/Bappeda-SDA/2003/007 KA BAPPEDA RIAU |[DEP. KIMPRASWIL RENCANA JANGKA PANJANG 8 Jan 2003 Pembahasan rencana jangka panjang CAP
DEPTAN CONSOLIDATED ACTION PLAN Pasca Pembangunan PLTA Kotopanjang
DEPLAUT&PERIKANAN  [[(CAP) PLTA KOTO PANJANG [iab. Kampar dengan Tim JBIC-SAPS
2 |l0268/Dt.7.5/01/2003 Dit.PEPP PT.PLN N CZD>20>Z RAPAT PLTA 21 Jan 2003 |[Membahas vm_.xm:._cmmnm: mutakhir
Dit.Bappenas Terkait KOTOPANJANG penyiapan Environmenta! Action Plan
PLTA Kotopanjang dan rencana
tindak lanjutnya
3 ||0376/Dt.5.5/1/2003 DIT. Pengendalian IPLTA KOTOPANJANG 28 Jan 2003 _nmaumrmmmz Laporan vmsamzc_cmm
SDA dan LH Mengenal Sedimentasi dan Kualitas Air
i4 llo579/DL7.5/02/2003 DIT.PEPP PEMDA RAPAT PLTA KOTOPANJANG 13 Peb 2003 |- Membahas progres pelaksanaan AP 2002
: DEP TEKNIS |l Membahas persiapan pelak: AP 2003
PT.PLN dan tindak lanjut permasalahan yg dihadapi.”
BAPPENAS
" 5 |l0816/D.7/02/2003 DEPUTI Pendanaan [[Pemda RAPAT TIM KOORDINASI 25 Peb 2003 {[Membahas rencana implementasi CAP
Pedmbangunan epartemen/Kementerian  ||[PENANGANAN MASALAH dan permasalahan yang dihadapi
. KOTOPANJANG HEPP Prov. Sumbar, Riau dan Dampak Ling.)
" 6 |12333/D.7.5/05/2003 DIT.PEPP PLN UNDANGAN RAPAT PLTA 21 Mei 2003 ||Klarifikasi/Penjelasan PT. PLN
R BAPPENAS KOTOPANJANG (khususnya mengenal masalah operasional
BIC PLTA Kotopanjang dan resetilermeht




IINO NO SURAT Il DARI KEPADA PERIHAL TANGGAL| . ACARA
7 |[3155/Dt.7.5/07/2003 DIT.PEPP TUNDANGAN RAPAT 14 Juli 2003 Membahas rencana kegiatan
- KOTOPANJANG Tim Monitoring Post SAPS
dan perkembangan pelaksanaan
J program air bersih dim rangka AP
PLTA Kotopanjang
8 {[3425/Dt.7.5/07/2003 DIT.PEPP PEMDA UNDANGAN RAPAT KOORDINASI |21 Juli 2003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CAP
DEPARTEMEN PELAKSANAAN CAP PLTA TA 2003 Pelaksanaan CAP TA 2003
BAPPENAS KOTOPANJANG HEPP RIAU dan usulan alokasi dana TA 2004
9 13426/Dt.7.5/07/2003 DIT.PEPP PEMDA UNDANGAN RAPAT KOORDINASI  |[21 Juli 2003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CAP
DEPARTEMEN PELAKSANAAN CAP PLTA TA 2003 Pelaksanaan CAP TA 2003
BAPPENAS KOTOPANJANG HEPP SUMBAR dan usulan alokasi dana TA 2004
10 1{3927/Dt.7.5/08/2003 DIT.PEPP d vm§>24. AUAN PELAKSANAAN 14 Ags 2003 v Kegiatan pemantauan dan evaluasi
) ‘ CAP KOTOPANJANG 2003 erhadap perkembangan
pelaksanaan CAP TA 2003
11 ]|005/587/KD-X/2003 SETDA SUMBAR JD_._..vau ) UNDANGAN PENANAMAN 1 Okt 2003
PERDANA KEBUN KARET -
PROYEK PLTA PANJANG
12 |15489/Dt.7.5/11/2003 —|IDIT.PEPP PEMDA RAKOR PELAKSANAAN 5 Nop 2003 ||Memantau dan mengevaluasi
_ DEPARTEMEN CAP KOTAPANJANG SUMBAR perkembangan pelaksanaan
BAPPENAS KABUPATEN 50 KOTA CAP Kotopanjang TA 2003
13 [}0075/D1.7.5/01/2004 HDIT.PEPP JIDIT. TERKAIT BAPPENAS JJUND. KOTOPANJANG 7 Jan 2004 1. Konsolidasi persiapan
SETDITJEN - DEPTAN -t pelaksanaan Action Plan (AP) 2004
KETUA BAPPEDA 'l2. Membahas tindak lanjut -
IKADIS permasalahan yg dihadapi
DLL
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NOTULEN RAPAT KOORDINASI PEMANTA

TABEL 4

UAN PELAKSANAAN ACTION PLAN KOTOPANJANG

HARI/TGL

NO TEMPAT PIMPINAN RAPAT ACARA [[HASIL RAPAT |
1 JISENIN, 11 NOP 2002 SG 5, BAPPENAS |1. DIR. PENDANAAN LN MULTILATERAL 1. Pembahasan persiapan pelaksanaan Terlampir
. CAP Prov. Sumbar (Kab. 50 Kota)
2. Penjelasan Tim SAPS untuk Phase Il
2 ISELASA, 12 NOP 2002 }{SG 4, BAPPENAS |[|1. DIR. PENDANAAN N MULTILATERAL Pembahasan Persiapan Pembentukan Terlampir
) CAP untuk Dampak Lingkungan
3 ||[SELASA, 18 PEB 2003 ||SG 5, BAPPENAS |DIR. PEPP Pembahasan progress nm_mxmm:mm: Action Terlampir
) Plan 2002 dan persiapan pelaksanaan
. Action Plan 2003
4 |ISENIN, 28 JULI 2003 SG 4, BAPPENAS |[1. DEPUTI BID PENDANAAN PEMBANGUNAN  [1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Terlampir
2. DIR. PEPP CAP TA 2003 (RIAU)
2. Pembahasan rencana CAP TA 2004 (RIAU)
5 {[SENIN, 28 JULI 2003 SG 4, BAPPENAS [{1. DEPUTI BID PENDANAAN PEMBANGUNAN  [[1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Terlampir
2. DIR. PEPP CAP TA 2003 (SUMBAR)
2. Pembahasan rencgna CAP TA 2004
- SUMBAR




TABEL 5

KUNJUNGAN LAPANGAN TIM KOORDINASI KOTOPANJANG

NO| NO SURAT | DARI | KEPADA | - PERIHAL TANGGAL ACARA
-1 1|2002/Dt.7.5/04/2003 llorr.pEPP DINAS TERKAIT JOINT MISSION DLM RANGKA 29 Apr 2003 Joint Mission JBIC dan GOl dalam rangka
PLTA KOTOPANJANG DAN Proyek PLTA Renun dan PLTA Kotopanjang
YIKUNJUNGAN PLTA RENUN

2 |452/2/V/Bappeda-1 K/2003 [WABUP 50 KOTA |[DIR. PEPP SOSIALISASI KEGIATAN PLTA 21 Mei 2003 Soslalisast kpd warga masyarakat
KOTO PANJANG Tanjung Balit dan 4ma.::n Pauh

3 |13175/Dt.7.5/07/2003 DIT.PEPP DINAS TERKAIT LIBIC SHORT-TERM POST SAPS 7 Jul 2003 Kunjungan Tim Monitoring Post-SAPS
MONITORING CONSULTANT o
UNTUK PLTA KOTOPANJANG

4 [|3927/Dt.7.5/08/2003 DIT. PEPP DINAS TERKAIT PEMANTAUAN'PELAKSANAAN 14 Ags 2003 _Amngm»mm pemantauan dan evaluasi thd

. CAP KOTOPANJANG 2003 perkembangan pelaksanaan CAP TA 2003
) ke lokasl terkena dampak
5. ||5058/Dt.7.5/10/2003 DIT. PEPP BAPPEDA SUMBAR [|MISI MONITORING PEMERINTAH 13 Okt 2003 Kunjungan Pemerintah Jepang dan JBIC Tokyo
BAPPEDA RIAU JEPANG DAN JBIC UNTUK ke PLTA Kotopanjang

KOTOPANJANG HEPP - '

6 |6112/DL.7.5/12/2003 |iDIT. PEPP DINAS TERKAIT PEMANTAUAN PELAKSANAAN 17 Des 2003 Monitoring dan Evaluasl Pelaksanaan CAP 2003

SR CAP KOTAPANJANG PROV. SUMBAR L " Ildi Kab. 50 Kota Prov. Sumbar

KAB. 50 KOTA ,

7 ||6113/Dt.7.5/12/2003 DIT. PEPP U_z>.m TERKAIT ~ [PEMANTAUAN PELAKSANAAN 17 Des 2003 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CAP 2003
CAP KOTAPANJANG PROV. RIAU di Kab. Kampar Prov. Riau

. 1IKAB. KAMPAR -

3 et T B R A
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DAFTAR SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN

TABEL 6
ALOKASI DANA UNTUK PELAKSANAAN ACTION PLAN KOTOPANJANG

TA 2002, 2003 DAN 2004

5403/D7/11/2002

.5 |[5404/D7/11/2002

H

Pit. DEPUTI BID. PENDANAAN
PEMBANGUNAN

Pit. DEPUTI BID. PENDANAAN
PEMBANGUNAN

5860/DL.7.5112/2002 ||DIR. PEPP

5870/Dt.7.5/12/2002 |IDIR. PEPP

SEKJEN DEP. KIMPRASWIL  *

__mmx._mz DEPTAN

DIR. PERKOT. DAN PERDESAAN
DEP KIMPRASWIL

SETDITJEN BINA PRODUKSI
PETERNAKAN DEPTAN

PEMB. PLTA KOTAPANJANG
DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN

RESETTLEMENT PASCA PEMB.
PLTA KOTOPANJANG (50 KOTA)

PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH
RESETTLEMENT PASCA PEMB.
PLTA KOTOPANJANG (50 KOTA)

DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN
PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH
RESETTLEMENT PASCA PEMB.
PLTA KOTOPANJANG

DUKUNGAN ALOKAS! PEMBIAYAAN
PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH

RESETTLEMENT PASCA PEMB.
PLTA KOTOPANJANG

PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH |

DUKUNGAN ALOKAS! PEMBIAYAAN

11 Nop 2002

11 Nop 2002

4 Des 2002

4 Des 2002

NO|[ NO SURAT DARI KEPADA [ PERIHAL TANGGAL]| KETERANGAN

1 |[s832/D.V/12/2001 [IDEPUTI PEMBIAYAAN SEKJEN DEPHUT ; DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN |24 Des 2001 ||Perlunya dukungan alokasi dana pembiayaan
PEMBANGUNAN DAN KEG. REBOISASI DAN KONSERVASI keglatan reboisasi dan konservasi satwa liar
KERJASAMA LN D! DAERAH PLTA KOTAPANJANG pada TA 2002

2 llss11/D.v12/2001  IDEPUTI PEMBIAYAAN SEKJEN DEPKELAUTAN DAN DUKUNGAN ALOKAS! PEMBIAYAAN [l14 Des 2001 |[Perlunya dukungan alokasi dana pembiayaan

. PEMBANGUNAN DAN |PERIKANAN PENANGANAN PERMASALAHAN keglatan perikanan rakyat pada TA 2002
KERJASAMA LN ) DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA -
; PEMB. PLTA KOTAPANJANG

3 ||5833/D.V/12/12001 DEPUTI PEMBIAYAAN SEKJEN DEPTAN DUKUNGAN ALOKAS!I PEMBIAYAAN |24 Des 2001 Perlunya dukungan alokasi dana pembiayaan
PEMBANGUNAN DAN : PENANGANAN PERMASAT-AHAN keglatan perkebunan karet dan peternakan rakya:
KERJASAMA LN DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA TA 2002

Perlunya dukungan alokasi dana pembangunan.
rehabilitasi prasarana air bersih dan jalan kebun

“Hrasettiement untuk dialokasikan TA 2003

Perlunya dukungan alokasi dana keg. Perkebunarn
karet dan peternakan TA 2003

Konfirmasi mengenai alokasi pembiayaan keg.
diatas sebagaimana no surat 5403/D7/11/2002

Konfirmasi mengenai alokasi pembiayaan keg.
diatas sebagalmana no surat 5404/D7/11/2002
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DEPUTI BID. PENDANAAN

iNOf NOSURAT § DARI KEPADA PERIHAL [TANGGAL KETERANGAN
8 15888 DL7.5/12/2002 [IDIR. PEPP SETDITJEN BINA PRODUKSI DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN [i4 Des 2002  |IKonfirmasi mengenai alokasl pembiayaan keg.
PERKEBUNAN DEPTAN PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH || - [|idiatas sebagaimana no surat 5404/D7/11/2002 )
RESETTLEMENT PASCA PEMB.
PLTA KOTOPANJANG
9 |5575/D.7/11/2002  |iPit. DEPUTI BID. PENDANAAN GUBERNUR PROV. .mc_smku.\ DUKUNGAN ALOKAS! PEMBIAYAAN 19 Nop 2002 '{|Periunya dukungan alokasi dana pembangunan/
PEMBANGUNAN PENANGANAN DAMPAK DI D>mm>_._ {irehabilitasi prasarana air bersih sebesar Rp. 4,77
. RESETTLEMENT PASCA PEMB. miliar TA 2003
PLTA KOTOPANJANG .
10 [13379/Dt.7.5/07/2003 ||DIR. PEPP KETUA BAPPEDA PROV. mcz_m,»ww RENCANA KEGIATAN DAN SUMBER |17 Juli 2003 |[Meminta membahas renczna kegiatan beserta
i KETUA BAPPEDA KAB. 50 KOTA PENDANAAN CAP TA 2004 sumber pendanaan CAP meumam:m TA 2004
11 ||3380/Dt.7.5/07/2003 ||DIR. PEPP KETUA BAPPEDA PROV. RIAU - » RENCANA KEGIATAN DAN SUMBER [[17 Juli 2003  [[Meminta membahas rencana Kegiatan beserta
KETUA BAPPEDA KAB. KAMPAR . |[PENDANAAN CAP TA 2004 sumber pendanaan CAP Kotapanjang TA 2004
12 |i5711/D7/11/2003 U,,m_uc.: BID. PENDANAAN wmx...mz DEPTAN D.CXCZO>Z ALOKASI PEMBIAYAAN (|17 Nop 2003 .umr_::vsm kesinambungan pembangunan/
PEMBANGUNAN UNTUK KOTOPANJANG (RIAU) rehabilitasi kebun karet di daerah resettlement
untuk dialokaslkan pada TA 2004
. . . - ) )
13 |I5712/D7/11/2003 DEPUTI BID. PENDANAAN SEKJEN DEPTAN GCXCZO>2 ALOKASI PEMBIAYAAN {[17 Nop 2003 Perlunya kesinambungan pembangunan/
. PEMBANGUNAN UNTUK KOTOPANJANG (SUMBAR) . {irehabillitasl kebun karet di daerah resettlement
untuk dialokasikan pada TA 2004
N .
i . . A . - 4 - . ﬂ »
14 [I5713/D7/11/2003 DEPUTI BID. PENDANAAN SEKJEN DEP. KELAUTAN & DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN [[17 Nop 2003 Perlunya kesinambungan pembangunan usaha
PEMBANGUNAN PERIKANAN UNTUK KOTOPANJANG (SUMBAR) perikanan di daerah resettlement untuk
dialokasikan pada TA 2004
16 ||5714/D7/11/2003 DEPUTI BID. PENDANAAN SEKJEN DEP: KIMPRASWIL DUKUNGAN ALOKAS! PEMBIAYAAN |17 Nop 2003 |IPerlunya kesinambungan pembangunan/
- PEMBANGUNAN : UNTUK KOTOPANJANG (SUMBAR) |irehabilitasi prasarana air bersih di daerah
- i resettlement untuk dialokasikan TA 2004
A m. 5715/D7/11/2003 DEPUTI BID. PENDANAAN SEKJEN DEP, Rmr>5>2 & DUKUNGARN ALOKASI PEMBIAYAAN [117 Nop 2003 Periunya kesinambungan pembangunan usaha
PEMBANGUNAN PERIKANAN UNTUK XOTOPANJANG (RIAU) Jipedkanan di daerah resettlement untuk
’ . : dialokasikan pada TA 2004
17 ||5716/D7/11/2003 .mm_émz DEP. KIMPRASWIL DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN fﬁ. z.ou 2003 *um,:::vﬁ kesinambungan pembangunan/

PEMBANGUNAN

UNTUK KOTOPANJANG (RIAU)

rehabllitasi prasardna air bersih di daerah
resettlement untuk dialokasikan TA 2004

Laporan STF 2003
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: _ .. TABEL7
DAFTAR SURAT MENGINGATKAN INSTANS]I TERKAIT DALAM RANGKA
KOORDINASi DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
ACTION PLAN PROYEK KOTOPANJANG
NO|| NO SURAT DARI . KEPADA PERIHAL TANGGAL KETERANGAN
1 |5835/D.7/12/2002  ||Pit. DEPUTI BID. PENDANAAN [[KEPALA BAPPEDA PROPINSI SELAKSANAAN KEGIATAN ACTION |3 Des 2002  |[Kegiatan nyata tahtin 2002 belum dilaksanakan
PEMBANGUNAN ISUMATERA BARAT PLAN D1 DESA TJ. BALIT DAN DESA , dan kepala desa serta masyarakat belum
TJ. PAUH A Jimengetahui rencana-rencana keglatan yang akan
dilakukan
2 oommai.m\gswoow DIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA BAPPEDA PROPINSI RIAU OO.sz_-_DZ.mO ACTION PLAN 5 Jan 2003 |[Saran perlunya keterlibatan instans! terkait di
EVALUAS!I PENDANAAN ’ PLTA KOTAPANJANG RIAU - tingkat pusat untuk konfirmasi kegiatan dan
PEMBANGUNAN alokasi pembiayaannya
3 Ho704/Dt.7.5/02/2003 [IDIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA KANTOR BPN 50 KOTA x._.>m_m_x>m_ KEPEMILIKAN KEBUN {119 Feb 2003 |iKlarifikasi data kepemilikan kebun (luas kebun
, EVALUASI PENDANAAN ) : jurmlah PAFs)
PEMBANGUNAN .
" 4 |lo706/Dt.7.5/02/2003 |IDIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA DINAS PETERNAKAN PERCEPATAN vm_L.p CANAAN 20 Peb 2003 -||Untuk melakukan exercise pendahuluan dengan
EVALUASI PENDANAAN PROP. SUMATERA BARAT KEGIATAN ACTION PLAN DI DESA - {|Bappeda Prop. Sumatera Barat mengenai
PEMBANGUNAN J. BALIT DAN TJ. PAUH A rencana pendanaan TA 2003
m 0707/Dt.7.5/02/2003 {IDIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN | m*mwomv>4>z PELAKSANAAN 20 Peb 2003 . Q_.._.Ex melakukan exercise pendahuluan dengan
EVALUASI PENDANAAN PROP. SUMATERA BARAT IKEGIATAN ACTION PLAN DI DESA Bappeda Prop. Sumatera Barat mengenai
PEMBANGUNAN J. BALIT DAN TJ. PAUH rencana pendanaan TA 2003
6 [0708/Dt.7.5/02/2003 DIR. PEMANTAUAN DAN Wm1>_..>.o_z>w...~.>.ﬂ> RUANG DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN 20 Peb 2003 [[Untuk melakukan exercise pendahuluan dengan
EVALUASI PENDANAAN PERMUKIMAN PROPINSI KEGIATAN ACTION PLAN DI DESA Bappeda Prop. Sumatera Barat mengenai
PEMBANGUNAN UMATERA BARFAT J. BALIT DAN TJ. PAUH ‘lirencana vo:nmnmm: TA 2003

Laporan STF 2003
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INO NO SURAT . . DARI _ KEPADA L_l PERIHAL H>ZOQ>_.,=W KETERANGAN
7 S.\m\_u:.m\ow\woom DIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA BAPPEDA PROPINS! JADWAL PELAKSANAAN ACTION 14 K1ar 2003 {{Penyempumaan Draf jadwal pelaksanaan action
. EVALUASI PENDANAAN SUMATERA BARAT PLAN 2003 UNTUK DAMPAK PLTA Jiplan TA 2003
PEMBANGUNAN KOTAPANJANG
8 1{280/Dt.7.5/03/2003 |IDIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA BAPPEDA PROPINSI ADWAL PELAKSANAAN ACTION 54 Mar 2003 ||Penyempurmnaan Draf jadwal pelaksanaan action
EVALUAS! PENDANAAN RIAU PLAN 2003 UNTUK DAMPAK PLTA plan TA 2003
PEMBANGUNAN KOTAPANJANG
o |l1774/0t7.5/04/2003 [[DIR. PEMANTAUANDAN  ‘KEPALA BAPPEDA PROPINSI JADWAL PELAKSANAAN ACTION  [|16 Apr 2003 {{Upaya-upaya khusus untuk percepatan finalisasi
£VALUASI PENDANAAN RIAU PLAN 2003 UNTUK DAMPAK PLTA ~{iadwal pelaksanaan CAP 2003
PEMBANGUNAN KOTAPANJANG
. K ’ ) ] . K
10 MM772/0t.7.5/04/2003 ||DIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA CAPPEDA PROPINSI |JADWAL PELAKSANAAN ACTION 16 Apr 2003 {lUpaya-upaya khusus untuk percepatan finalisasi
EVALUASI v.mZD>Z>>Z SUMATERA m.>_u~>._| PLAN 2003 UNTUK DAMPAK PLTA © Hiadwal pelaksanaan CAP 2003
PEMBANGUNAN KOTAPANJANG .
11 |l3953/Dt.7.5/08/2003 ﬁ DIR. PEMANTAUAN DAN —Amv>r.> BAPPEDA PROPINSI CONSOLIDATED ACTION PLAN 15 Agt 2003 ZN:O: ketrjasama dalam mengkoordinasikan
EVALUASI PENDANAAN RIAU KOTAPANJANG “ipenyelesaian CAP jangka panjang untuk
PEMBANGUNAN Kotapanjang
42" ll3954/Dt.7.5/08/2003 [|IDIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA DINAS PETERNAKAN  ||PROGRAM USAHA PETERNAKAN 115 Agt 2003 ||Penyelesalan dan koordinasi dengan PAFs
HEVALUASI-PENDANAAN PROP. SUMATERA BARAT DALAM RANGKA KOTAPANJANG mengenai pela bantuan petemakan
{IPEMBANGUNAN : .
13 mmmmsg..\.m\om\mco.m“ O:M. PEMANTAUAN DAN vaE DINAS PERIKANAN PROGRAM USAHA _um.m_X.PZ>Z i 15 Agt 2003  |[Konfirmast pelaksanaan kegiatan usaha
EVALUASI PENDANAAN JlPROP. SUMATERA BARAT ) DALAM RANGKA KOTAPANJANG Umnxmamr TA 2003 di wilayah waduk
PEMBANCGUNAN Kotapanjang
14 |[3956/Dt.7.5/08/2003 |DIR. PEMANTAUAN DAN KEPALA DINAS PERIKANAN PROGRAM USAHA PERIKANAN 15 Agt 2003  [{Koordinasi penyelesaian permasalahan
\ EVALUAS!I PENDANAAN PROPINSI RIAU DALAM RANGKA KOTAPANJANG - |lusaha keramba ikan dan permasalahan jenis ikan
PEMBANGUNAN ' vang ditebarkan ke dalam waduk Kotapanjang

~
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PERIHAL

NO SURAT _|| DARI ] KEPADA | TANGGAL|[ - - KETERANGAN
45 ll4115/Dt.6.3/8/2003  ||DIREKTUR PERMUKIMAN DAN|DIR. PERKOTAAN DAN PERDESA- PENANGANAN DAMPAK 26 Agt 2003 lHast kunjungan lapangan dalam rangka
PERUMAHAN IAN WILAYAH BARAT . PEMBANGUNAN PLTA monitoring pelaksanaan kegiatan penanganan
DEP. KIMPRASWIL KOTAPANJANG dampak pembangunan PLTA Kotapanjang
16 {[4129/Dt.5.1/08/2003 DIREKTUR PANGAN DAN SEKDITJEN BINA PRODUKS! PROGRAM USAHA PETERNAKAN 27 Agt 2003  |ISaran solusi penyelesalan permasalahan
PERTANIAN PETERNAKAN DEP. PERTANIAN  |[DALAM RANGKA KOTAPANJANG dalam surat 3954/Dt.7.5/08/2003
47 l4677/D.7/09/2003  ||[DEPUTI BIDANG PENDANAAN GUBERNUR PROPINSI SUMBAR AGTION PLAN KOTAPANJANG 24 Sep 2003 ||Hasil pemantauan Tim Teknis ke lapangan pada
PEMBANGUNAN . ‘ " lltanggal 20-22 Agustus 2003 terhadap perkem-
-{lbangan pelaksanaan CAP
18 |14678/D.7/09/2003 ~ [[DEPUTI BIDANG 1m20>2>>z GUBERNUR PROPINSI RIAU IACTION PLAN KOTAPANJANG 24 Sep 2003 [Hasll pemantauan Tim Teknis ke lapangan paca
PEMBANGUNAN - AsuPATI x>m..._A>Zv>m : ) tanggal 27-28 Agustus 2003 terhadap perkem-
A ’ ' bangan pelaksanaan CAP
Laporan STF 2003
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lil. KENDALA PELAKSANAAN DAN
UPAYA PEMECAHANNYA

Dalam pelaksanaan action plan Kotapanjang, ditemukan beberapa kendala dan
upaya pemecahannya sebagai berikut:

i. Sumatera Barat

1. Mekanisme pendanaan untuk pelaksanaan consolidated action plan di
Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat sebagian besar (92 %) dialokasikan melalui
dana APBN dekonsentrasi. Namun demikian, dijumpai permasalahan dalam
pengkoordinasian pelaksanaan antara dinas-dinas sektor di tingkat Propinsi yang
bertindak sebagai pelaksana dengan Pemerintah Kabupaten 50 Kota. .

=it
Pada tanggal 17 Juﬁ'%%ﬁ 7 Desember 2003, Bupati 50 Kota mengajukan surat
. permohonan kepada Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas selaku Ketua
Tim Pengarah untuk dukungan alokasi pembiayaan consolidated action plan
2004-2008 serta kemungkinan _pelaksanaannya secara langsung oleh
Pemerintah Kabupaten 50 Kota (copy surat dan tanggapan Gubernur -Sumatera

Barat atas surat dimaksud terlampir , Lampiran 1 1).

Lemahnya koordinasi antara dinas terkait tingkat Propinsi dengan Pemerintah
Kabupaten telah ‘mempengaruhi kelancaran pelaksanaan di- lapangan,
khususnya dalam kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat terkena dampak
serta mobilisasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan kebun karet, peternakan,
maupun air bersih. . -

‘Upaya yang telah dilaksanekan untuk *mengatasi permasalahan ini adalah
meminta Gubernur dan Bupati untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait
tingkat Propinsi dan Kabupaten dengan melibatkan lebih banyak peran dinas-
dinas Kabupaten didalam pengelolaan proyek maupun pelaksanaannya di
lapangan. - o ' '

2. Belum optimalnya fungsi Komite Pengawasan dan Evaluasi (KPE) Kabupaten 50
Kota, mengakibatkan masih banyaknya informasi yang tidak akurat diterima oleh
masyarakat sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. , Guna memacu
fungsi KPE, Tim Teknis mengadakan peninjauan secara berkala ke lapangan
dan mengi_ku‘%i secara langsung pertemuan atau dialog yang diselenggarakan
oleh KPE. Tim juga menyarankan agar KPE dapat lebih proaktif dalam mengikuti
perkembangan pelaksanaan dan validisasi informasinya. B

3. Pusat Infomasi (Information .Celﬂl) yang direncanakan dapat efektif September

2003 ternyata belum terealisir. Hal ini mengakibatkan semakin kurangnya

perolehan informasi yang akurat oleh masyarakat'terkena dampak mengenai
rencana (kegiatan,. biaya dan jadwal) pelaksanaan dan perkembangannya
mengenal penanganan dampak (sebagaimana consolidated action plan yang
telah disepakati). Upaya yang akan dilaksanakan Tim (Direktorat Pemantauan
dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Bappenas selaku Sekretariat Tim
Teknis) adalah melalui penyediaan informasi melalui web-site yang direncakan

“pada TA 2004.
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i. Riau

1. Pendekatan penanganan yang diarahkaﬁ olehDP DPropinsn Riau maupun
Kabupaten Kampar berbeda dengan yang dilakukan di' Kabupaten 50 Kota,
Sumatera Barat, dimana penanganan dampak tidak direncanakan dan

‘reguler. Hal ini

dilaksanakan secara khusus, melainkan secara reguler.
mengakibatkan penanganan secara komprehensif sulit dilaksanakan. -

Dengan kata lain, tidak adanya jaminan dukungan pendanaan oleh

Pemerintah setempat mengakibatkan kebutuhan maupun .. dukungan

pembiayaan dari Pemerintah Pusat meningkat. Misalnya, dalan pénanganan

air bersih di 14 desa terkena dampak yang diperkirakan memerlukan dana

sebesar Rp. 30 milliar, sedangkan alokasi dana APBN pertahun hanya sekitar

Rp. 2.5 milliar. Sehingga untuk menyelesaikan penanganan air ‘bersih®
tersebut, memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. :

Hingga. saat ini, masalah pendanaan tersebut belum diperoleh'
pemecahannya mengingat belum adanya alternatif sumber- pembiayaan
lainnya. S o

2. Proses penyusunan penanganan dampak yang dilakukan di Kabupaten
q ) Kampar baru dalam tahap “identifikasi kebutuhan” untuk setiap desa yang
g4 ' terkena dampak yang telah ditandatangani dalam Berita Acara oleh seluruh
4 kepala desa.'Mengingat adanya keterbatasan pendanaan, perlu dilakukan
1. , penyusunan - skala prioritas terhadap identifikasi kebutuhan tersebut yang
A4 dituangkan lebih lanjut dalam jUfnlah dana vang.dibutuhkan.

3. Belum terselesaikannya masalah pendanaan dan skala prioritas tersebut di

" atas yang akan digunakan sebagai acuan berbagai instansi yang terkait

(action plan secara komprehensif) mengakibatkan hambatan dalam koordi-
nasi dan pemantauan perkembangan pelaksanaannya.

4. Kurangnya koordinasi penanganan dampak lingkungan di Kabupaten Kampar

' dan antar instansi yang terkait dengan dampak lingkungan hidup- dapat

berpotensi memperburuk kondisi lingkungan setempat, seperti penebangan

hutan, penambangan batu secara liar di sekitar PLTA, perkembangan

pembangunan keramba apung serta penanganan.satwa liar yang masih

4 tertunda. Direktorat terkait Bappenas telah mengupayakan pengkoordinasian

A penanganan = yang dituangkan dalam “integrated action plan dampak
i lingkungan” (lampiran — 12). :

5. Pengelolaan dan penggunaan waduk Kotapanjang belum dilakukan secara
terpadu antar Kabupaten. 50 Kota, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten
Kampar, Propinsi Riau. " Diperlukan segera adanya penyusunan tata ruang
waduk Kotapanjang yang mengatur zonasi peruntukan serta perizinannya,
meskipun pada saat ini belum ada instansi yang jelas guna perkoordinasian
masalah tersehut.
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDAS!

1. Penanganan dampak Kotapanjang melalui consolidated action plan telah
dilaksanakan sejak TA 2002, namun koordinasi pelaksanaannya masih perlu
dltmgkatkan terutama dalam sharing pendanaan antar instansi pusat dan
daerah.’ Selain.iitu, perlu pula ditekankan pentiignya pergeseran porsi
pendanaan serta tanggung jawab pelaksanaan ke pihak Pemerintah Daerah
mengingat pemanfaat utama penanganan dampak pada khususnya adalah
masyarakat setempat, sehmgga dapat menumbuhkan “ownerships” guna

keberlanjutan pembangunan melalui .kegiatan penanganan dampak
dimaksud.

2. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penanganan dampak
secara tuntas bersifat mengikat baik kepada pihak Pemerintah Jepang dan
JBIC (sebagai pemberi pinjaman) dan masyarakat terkena dampak, sehingga
harus dilanjutkan sebagaimana consolidated action plan untuk Kabupaten 50
Kota, Sumatera Barat yang disepakati; dan rencana penanganan dampak
yang-dilakukan secara reguler aleh Pemerintah Propinsi Riau dan Kabupaten
Kampar. Dalam hal ini, peranan Tim Koordinasi sangat vital guna memantau
dan memastikan komitmen dimaksud berjalan secara konsisten.

p - 3. Gagasan mengenai perubahan mekanisme. pengalokasian dana APBN dan
skema dekonsentrasi menjadl “perbantuan langsung” ke Pemerintah
Kabupateén 50 Kota untuk sisa pelaksanaan hingga 2008 per!u ditinjau
kembali. Hal ini mengingat prosedur dan pengelolaan anggaran yang bersifat
“perbantuan langsung” merupakan otorisasi DPRD setempat sehingga
berpotensi terjadinya pemanfdatan dana,yang tidak sesuai dengan rencana.

4. Keanggotaan Tim sebagaimana dimuat dalam SK MENPPN/Kepala
Bappenas No. KEP. 264/MENPPN/05/2002 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan: Action ‘Plan Proyek
Kotapanjang tanggal 31 Mei 2002, memeriukan penyempumaan atau revisi
mengingat permasalahan yang berkembang mfsalnya penanganan dampak -
lingkungan dan koordinasi dalam penyusunan tata ruang penggunaan waduk
Kotapanjang; dan adanya reorganisasi pada beberapa instansi terkait.

5. Diperlukan penanganan secara khusus mengenai tata ruang penggunaan
waduk mengingat lokasi waduk yang terletak di wilayah Kabupaten 50 Kota,
Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten "Kampar, Propinst Riau. Pada saat
diharapkan adanya inisiatif Pemerintah tersebut di atas untuk menyusun
konsep peraturan daerah secara terpadu, sambil “menunggu kepastian
keberadaan Tim Tata Ruang Penggunaan Waduk. yang dalam waktu dekat
N direncanakan akan berada dibawah koodinasi Deputl Bidang. Regxonal dan
) Otonomi Daerah, Bappenas. '

6. Dengan adanya keterbatasan dana dari APBN APBD Propmsi Riau dan
Kabupaten Kampar, maka diperlukan pefcepatan pelaksanaan penanganan
dampak dengan mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lainnya,
seperti pinjaman dan hibah luar negeri.

7. Perlus upaya pqrcepatan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tentang
gugatan PAFs atas ganti rugi lahan.
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